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Abstrak: Di Indonesia, “teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai
perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari peluang dan tantangannya. Yang mendorong
teknologi informasi dan komunikasi adalah globalisasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini
berkaitan dengan perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi pinjaman online sebelum dan
sesudah berlakunya Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

Abstract: In |ndonesia, “information and communication technology has created various very
rapid developments, this can be seen in terms of opportunities and challenges. What drives
information and communication technology is globalization. The formulation of the problem in
this thesis relates to legal protection of personal data in online loan transactions before and after
the enactment of Law 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection.”
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LATAR BELAKANG

Acrtikel ini adalah skripsi yang ditulis oleh Stephany Hotnida Sitorus dan dibimbing oleh L. Elly
A.M. Pandiangan dan Haposan Sahala Raja Sinaga dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
yang berjudul: “Perlindungan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi.” Artikel ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana situasi
perkembangan teknologi digital yang disertai kemajuan ekonomi dan kebutuhan masyarakat
membutuhkan banyak penetrasi hal yang baru, sepertinya halnya layanan peminjaman uang yang
membutuhkan sarana teknologi infornasi. Istilahnya dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi yang dapat disingkat LPMUBTI. LPMUBTI merupakan jasa keuangan
untuk menyeleggarakan pertemuan kepada pemberi dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman
dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik menggunakan internet.

LPMBUTI atau lebih dikenal sebagai pinjaman online adalah transaksi yang memberikan
kemudahan dalam kegiatan peminjaman uang atau transaksi secara daring. Pencairan dananya pun bisa
dalam waktu yang singkat yakni hitungan jam atau hari. Syarat umumnya adalah mengajukan data
pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji tanpa
memerlukan membutuhkan jaminan atau agunan. Namun, ketika data pribadi ini diajukan akan
disimpan oleh perusahan peminjam, ternyata kenyataanya banyak terjadi kebocoran data pribadi
tersebut yang tersebar ke pihak lain yang memungkinkan bisa digunakan secara ilegal.

Data pribadi ini bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin si pemilik informasi
karena bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang akan merugikan
pemiliki data. Maka dari itu jika penggunaan data diri digunakan tanpa seizin pemilik harus ada
ketegasan dari penegak hukum supaya data pribadi tidak menjadi konsumsi umum dan setiap orang
yang melakukan kegiatan dan merugikan orang lain haruslah diberi ketegasan secara mutlak dengan
maksud mengurangi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini akan memberikan perlindungan untuk
mengetahui informasi mengenai data yang ada pada pihak lain, serta untuk menumbuhkan perasaan
yang lebih menjaga privasi informasi pribadi mereka.

Oleh karena itulah perlu ditetili lebih lanjut bagaimana hukum dapat melindungi permasalahan
yang muncul di masyarakat utamanya dalam data pribadi yang digunakan dalam transaksi layanan
pinjam-meminjam uang berbasis teknologi pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penilitian hukum yuridis normatif. Metode
ini akan mengumpulan berbagai bahan hukum dengan pendekatan kepustakaan dan undang-undang
utamanya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi. Dengan metode penelitian inilah, teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi
dokumen dengan analisis kualitif diharapkan dapat menguraikan dengan baik maksud dari petelitian
ini.

HASIL DAN DISKUSI

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi (disingkat “UU PDP”) sebagai payung hukum untuk melindungi data pribadi khususnya
dalam cakupannya berkaitan dengan sistem elektronik maupun non elektronik. Diterbitkannya UU PDP
dilatarbelakangi karena kesadaran negara untuk melindungi data pribadi warga negaranya sebagai
pemenuhan hak asasi manusia yang memerlukan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas
data pribadi, serta memberikan sinyal positif bahwa negara hendak menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan pelindungin diri pribadi dan permohormatas atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Sebelum adanya UU PDP, memang terdapat berbagai regulasi berkaitan tentang data pribadi
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
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Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dirasa masih kurang efektif dan diperlukan suatu
pengaturan lebih khusus dalam suatu undang-undang yakni UU PDP.

Definisi Data Pribadi, Pelindungan Data Pribadi, dan Jenis Data Pribadi

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai: “data tentang orang
perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan
informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau
nonelektronik.” Sementara pelindungan data pribadi adalah: “keseluruhan upaya untuk melindungi
Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data
Pribadi.” (Pasal 1 angka 2 UU PDP).

Nilai data pribadi sebagai hak pribadi (privacy rights) terdiri dari sejumlah arti penting
yaitu: “hak pribadi adalah hak menikmati kehidupan personal dan kebebasan terlepas dari segala
distraksi; hak pribadi adalah hak bersosialisasi dengan individu lain tanpa adanya tindakan
pengamatan secara diam; hak pribadi adalah hak melakukan pengawasan terhadap akses informasi
terkait kehidupan personal dan informasi individu.”

Data pribadi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat
umum. Pasal 4 ayat (2) mengatur data yang bersifat spesifik meliputi: “data dan informasi kesehatan,
data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan ayat (3) mengatur data yang
bersifat hukum meliputi: “nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaran, agama, status perkawinan;
dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengindentifikasi seseorang.

Hak Subjek Data Pribadi

Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Dalam
Pasal 5-7 UU PDP mengatur hak-hak subjek data pribadi, diantaranya: “ Subjek Data Pribadi berhak
mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan
penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi. Subjek Data Pribadi
berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan
permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi Subjek
Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri
pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetgjuan pemrosesan
Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.”

Kemudian, Subjek Data Pribadi berhak untuk: “mengajukan keberatan atas tindakan
pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan,
yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data Pribadi. Subjek Data
Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesual dengan tujuan
pemrosesan Data Pribadi.

Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan
Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Data
Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data
Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat
dibaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi berhak dan Data Pribadi tentang dirinya ke
Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara
aman.”

Hak-hak Subjek Data Pribadi di atas dikecualikan untuk: ‘“kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka
penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran,
dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan
statistik dan penelitian ilmiah.”
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Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemroresan Data Pribadi

Salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi adalah pencurian data
pribadi. Data pribadi yang dicuri umumnya diperjualbelikan di pasar gelap. Data ilegal tersebut
nantinya dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Beberapa kejahatan yang mungkin
dilakukan, antara lain: “pemerasan, penipuan, carding, klaim asuransi ilegal, dan lainnya. Ada beberapa
kasus pencurian data pribadi yang sempat diperbincangkan publik, termasuk halnya dugaan data BPJS
yang bocor beberapa waktu lalu. Jumlah data BPJS yang diduga bocor tersebut mencapai 279 juta data
penduduk. Ironisnya, pemilik data pribadi bahkan tidak menyadari adanya penjualan data tersebut.”

Pasal 1 angka 4 UU PDP mendefinisikan Pengendali Data Pribadi adalah: “setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindaksendiri-sendiri atau bersama-sama dalam
menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.” Kewajiban pengendali data
pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 20 yaitu: ‘“Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar
pemrosesan Data Pribadi yang meliiputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi
untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali kepada Subjek
Data Pribadi; pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu
pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan peranjian;
pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; pelaksanaan
tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali
Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau pemenuhan kepentingan yang sah
lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data
Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.”

Dalam Pasal 27, Pengendali Data Pribadi wajib: “melakukan pemrosesan Data Pribadi secara
terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.” Serta Pengendali Data Pribadi wajib
menghapus Data Pribadi dalam hal: “Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan
pemrosesan Data Pribadi; Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetgiuan
pemrosesan Data Pribadi; terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau Data Pribadi diperoleh
dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum.”

Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi

Perlindungan hukum preventif adalah “perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-
rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.” Perlindungan hukum ini
memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Di dalam perlindungan
hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan
pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih
menekankan pada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga
mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.

Dalam Pasal 65 UU PDP diatur larangan dalam penggunaan data pribadi, yaitu: “Setiap Orang
dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian
Subjek Data Pribadi; Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang
bukan miliknya. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan
miliknya.” Sementara dalam Pasal 66, “Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau
memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntung diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Ketentuan Pidana
Perlindungan hukum represif merupakan “perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambah an yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dialukan
suatu pelanggaran. Pada perlindungan hukum represif ini subyek hukum tidak mempunyai kesempatan
untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan
]
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umum. Selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara,
denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan represif ini diberikan untuk menyelesaikan
suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.”

Dalam melindungi data pribadi warga negaranya Indonesia tidak main-main, dalam UU PDP
ini pun memuat ketentuan pidana bagi setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melanggar
ketentuan pelindungan data pribadi di Indonesia, sebagai berikut: Pasal 67 mengatur bahwa : “(1) Setiap
Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang
bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat
mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000/000,00 (lima miliar rupiah).”

Sementara pada Pasal 68 diatur bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data
Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntrrngkan diri sendiri atau
orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Tidak cukup hanya itu, Pasal 69 mengatur bahwa: “Selain dijatuhi pidana ssfagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan
keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti
kerugian.”

KESIMPULAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindugan Data Pribadi
menujukkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia yang memerlukan landasan
hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, serta memberikan sinyal positif bahwa negara
hendak menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pelindungin diri pribadi dan permohormatas atas
pentingnya pelindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk
melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan pata pribadi guna menjamin hak konstitusional
subjek data pribadi.

REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan pengesahan suatu Undang-Undang Republik Indonesia, haruslah dengan
mempertimbangkan akan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat, terkait keamanan
perlindungan data pribadi. Karena setiap berkembangnya suatu teknologi, kemungkinan akan terjadi
juga penyalahgunaan atau penyelewengan dan sebaiknya keamanan dalam sistem Undang-Undang RI
haruslah dibuat lebih baik lagi.

Dalam pengesahan UU PDP, memanglah kita memiliki landasan hukum yang lebih eksplisit
namun sangat diharapkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang semakin banyak terjadi bisa
dihentikan, dan implementasi dari perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP dapat
dijalankan sebaik mungkin serta bisa ditambahkan pengaturan tentang ganti rugi secara materil kepada
pihak yang dirugikan.
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